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Pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 yang mengatur tentang 
pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun 
sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pajak pertambahan nilai atas 
kegiatan membangun sendiri dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP 
Pratama Medan Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder 
yang dikumpulkan melalui wawancar dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan yang 
belum maksimal menyebabkan menurunnya penerimaan PPN atas kegiatan 
membangun sendiri, kesadaran masyarakat tentang pajak pertambahan nilai atas 
kegiatan membangun sendiri masih kurang dan kurangnya sosialisasi terkait 
pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri berdampak pada 
penerimaan yang diterima, serta peran fiscus dalam memberikan teguran kepada 
wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya membayar pajak atas 
kegiatan membangun sendiri. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia seperti negara-negara lain di dunia, disamping 
menyelenggarakan pemerintahan umum, juga melaksanakan pembangunan 
disegala bidang. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Indonesia 
membutuhkan dana yang semakin meningkat, sejalan dengan peningkatan 
pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu pada setiap tahunnya, pemerintah 
bersama dengan DPR menetapkan Undang-undang tentang Angaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN), sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (1) 
Undang-undang Dasar 1945. Secara garis besar, APBN terdiri dari penerimaan 
Dalam Negeri dan penerimaan pembangunan disisi penerimaan Negara, 
sedangkan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan di sisi Belanja 
Negara. 
 Komponen pendapatan negara Indonesia, seperti yang tertera di APBN, 
terdiri dari pendapatan dalam negeri dan hibah. Pendapatan dalam negeri terdiri 
dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan 
perpajakan sendiri terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan 
internasional. Pajak dalam negeri berupa pajak penghasilan baik PPh Migas 
maupun PPh Nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, cukai dan pajak lainnya, sedangkan 




 Sampai saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan 
perpajakan. Jenis-jenis pajak yang lebih diutamakan untuk dijadikan prioritas 
adalah Pajak Penghasilan (PPh) baik untuk Wajib Pajak (WP) badan maupun 
orang pribadi (OP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) atas transaksi pemanfaatan atau penyerahan barang/jasa kena pajak. 
Komponen pada Pajak Pertambahan Nilai selain PPN atas transaksi pemanfaatan 
atau penyerahan barang/jasa juga terdapat jenis PPN lain yaitu Pajak Pertambahan 
Nilai atas kegiatan membangun sendiri (PPN atas KMS). 
 PPN atas KMS memang masih sangat tidak populer di kalangan 
masyarakat, bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang 
adanya PPN atas KMS tersebut. Peraturan mengenai PPN atas KMS sebenarnya 
sudah diatur sejak tahun 1994 dalam pasal tersendiri pada perubahan pertama atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 pasal 16 C. Pemungutan PPN atas KMS 
dijadikan sebagai salah satu komponen extra effort penerimaan pajak ditengah 
target penerimaan pajak yang semakin tinggi. Saat ini Indonesia mengalami 
perkembangan ekonomi yang stabil seiring dengan perkembangan golongan 
menengah. Hal tersebut membuat sektor properti mengalami kemajuan yang 
sangat pesat sehingga pemerintah memberikan perhatian lebih pada pemungutan 
PPN atas KMS. PPN atas KMS saat ini masih sedikit memberikan peranan atas 
kontribusinya dalam penerimaan pajak. Kontribusi PPN atas KMS saat ini tidak 
lebih dari satu persen dari total penerimaan pajak, padahal bila diberikan perhatian 
yang lebih maka potensi PPN atas KMS dapat memberikan peranan yang 





 PPN atas KMS saat ini diatur dalam PMK Nomor 163/PMK.03/2012 yang 
merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu PMK Nomor 
39/PMK.03/2010. Pengenanaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan 
Membangun Sendiri yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan disebutkan 
bahwa bangunan yang dibangun tidak dalam lingkungan perusahaan atau 
pekerjaan dengan luas minimal 400m2 dikenai PPN atas kegiatan membangun 
sendiri kemudian pada KMK Nomor 163/KMK.03/2012 diubah menjadi luas 
keseluruhanminimalnya diturunkan menjadi 200m2. 
Berikut data penerimaan pajak yang berasal dari PPN atas KMS, jumlah WP yang 
membayar PPN atas KMS dan realisasi yang diterima KPP Medan Barat: 
Tabel 1.1 
Data Penerimaan Pajak PPN atas KMS 
 
 
 Tabel diatas menunjukan bahwa ada penurunan penerimaan pajak KMS 
sementara pemerintah telah melakukan perubahan pada PMK Nomor 
39/PMK.03/2010 menjadi PMK 163/PMK.03/2012,menurut Nasution dalam 
Ortax (2009) Memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah melakukan reformasi 
pajak yaitu dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan 
perpajakan,contohnya perubahan undang-undang PPH, PPN dan PPnBM dan 
pajak lainnya. Perubahan tersebut belum juga dapat tercapai dikarenakan 
penerimaan pajak PPN atas KMS masih menurun pada tahun 2015-2017 di KPP 
Pratama Medan Barat. 
Tahun Penerimaan Pajak KMS Jumlah WP Bayar Penerimaan Pajak Keseluruhan Realisasi KMS %
2013 697.147.647Rp                  38 365.551.865.290Rp                           0,190711008
2014 1.180.356.870Rp               67 528.836.970.618Rp                           0,223198629
2015 565.509.670Rp                  35 617.303.667.377Rp                           0,09160964
2016 214.514.691Rp                  21 696.876.312.058Rp                           0,030782319
2017 285.377.068Rp                  19 526.461.316.099Rp                           0,054206655
TOTAL 2.942.905.946Rp               180
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 Pada setiap tahun 2013-2017 kontribusi realisasi KMS selalu dibawah 
angka 1 % dari total penerimaan pajak, padahal angka yang diharapkan oleh pihak 
KPP Pratama Medan Barat atas kontribusi realisasi KMS ialah lebih dari 1 % dari 
total penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat. 
 Memaksimalkan penerimaan PPN pemerintah kembali melakukan 
reformasi pajak terhadap salah satu objek PPN yaitu Kegiatan Membangun 
Sendiri (KMS). Pengertian KMS menurut UU PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 16 
huruf C adalah kegiatan membangun yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha 
atau pekerjaan. 
 Reformasi peraturan KMS yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 163/PMK.03/2012, dilakukan untuk mengatur luas bangunan yang 
sebelumnya 400 m2 diperkecil menjadi 200 m2. Perubahan luasan bagunan 
tersebut diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak atas KMS. 
Reformasi pajak atas peraturan PMK No.39 Tahun 2010 dengan PMK No 163 
Tahun 2012 juga mengatur aturan pelaksanaannya. 
 Peraturan mengenai PPN atas KMS dibuat dengan tujuan untuk mencegah 
terjadinya penghindaran pengenaan PPN. Perubahan pada PMK Nomor 
163/PMK.03/2012 juga lebih menekankan pada berjalannya proses pengawasan 
untuk meningkatkan partisipasi Wajib Pajak untuk membayar PPN atas KMSnya. 
Tujuan dari perubahan PMK Nomor 39/PMK.03/2010 menjadi PMK Nomor 
163/PMK.03/2012 adalah pemerintah berusaha untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat dengan cara menurunkan tarif efektif, menurunkan batasan luas 
bangunan yang dapat dikenakan PPN atas KMS dan peyempurnaan enforcement. 
Peyempurnaan enforcement salah satunya dilakukan dengan adanya penetapan 
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secara jabatan dengan dasar HSBGN. Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk 
menjadikan masalah ini sebagai laporan akhir yang berjudul “Analisis Pajak 
Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Dalam 
Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Barat”.  
 
B. Identifikasi Masalah 
Dalam suatu rencana penelitian langkah utama yang diperhatikan adalah 
mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh objek yang akan 
diteliti. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai 
berikut : 
a. Menurunnya penerimaan pajak KMS di KPP Pratama Medan Barat 
b. Realisasi KMS yang tidak pernah tercapai 
 
C. RumusanMasalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 
permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Apakah penyebab penurunan penerimaan pajak KMS di KPP Medan 
Barat? 
2. BagaimanaPenerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan 
Membangun Sendiri Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP 







D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 
menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan penerimaan pajak 
di KPP Medan Barat.. 
2. Untuk mengetahui penerapan pajak pertambahan nilai atas kegiatan 
membangun sendiri dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP 
Pratama Medan Barat. 
3. Untuk mengetahui jumlah wajib pajak yang menurun dapat 
meningkatkan penerimaan pajak. 
2.  Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti, Agar dapat mengetahui penyebab terjadinya penurunan 
dan pengaruh penerapan pajak pertambahan nilai atas kegiatan 
membangun sendiri terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama 
Medan Barat. 
2. Bagi Perusahaan, Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan 
sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang 
berhubungan dengan penelitian ini dalam penerapan PPN atas KMS. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Sebagai tambahan informasi dan masukan 
untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para 
peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara 
umum dan juga mengenai pengaruh penerapan PPN atas KMS 






A. Uraian Teoritis 
1. RuangLingkupPajak 
a.  Pengertian Pajak 
Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu 
sendiri, pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat 
(wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan 
tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pajak adalah kontribusi 
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Adapun berbagai definisi mengenai pajak yang dikemukakan oleh 
beberapa pakar perpajakan: 
1) Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
2) Menurut Andriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang 
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 
menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 
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gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
3) Menurut Smeets, Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang 
terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa 
adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hak individual 
untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 
Dari pengertian dan pendapat beberapa ahli diatas tentang pajak maka 
dapat disimpulkan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
b. Fungsi Pajak 
Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi 
sebagaimana menurut Mardiasmo yaitu: 
a. Fungsi Anggaran (budgetair), sebagai sumber dana bagi pemerintah, 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. 
b. Fungsi Mengatur (regulerend), sebagai alat pengatur atau 
melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 
Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tertulis secara umum ada empat 
fungsi pajak, yaitu: 
1) Fungsi Anggaran 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Contohnya, 
pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang,pemeliharaan 
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dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembanguanan, uang dikeluarkan 
dari tabungn pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi 
pengeluaran rutin. 
2) Fungsi Mengatur 
Pemerintah bisam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 
kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan 
sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, pemerintah menetapkan 
bea masuk yng tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka melindungi 
produksi dalam negeri, serta diberikan berbagai fasilitas keringanan pajak. 
3) Fungsi Stabilitas 
Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalnkan kebijakan 
yang berhubung dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat 
dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur 
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak dan pengenaan pajak 
yang efektif dan efesien. 
4) Fungsi Redistribusi 
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 
membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai 
pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada 







c. Jenis Pajak 
Jenis pajak dapatdibedakan dan dikelompokkan menjadi tiga,yaitu: 
1. Menurut Golongan 
a. Pajak langsung 
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. 
Contoh: Pajak Penghasilan.  
b. Pajak Tidak Langsung 
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 
2. Menurut Sifat 
Menurut sifatnya pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 
a. Pajak Subjektif 
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 
Pajak. 
Contoh: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Objektif 
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 




3. Menurut Lembaga Pemungutnya 
Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dibedakan menjadi 2 
yaitu: 
a. Pajak Negara (Pajak Pusat) 
Pajak negara (pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 
pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah. 
b. Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
dan digunakan untuk membayai rumah tangga daerah. 
Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, 
Pajak Kendaraan Bermotor.  
 
d. Tarif Pajak 
Prof.Supramono, SE., MBA dan Theresia Woro Damayanti, SE 
menyatakan bahwa tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan 
besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam 
bentuk persentase. 
Menurut Mardiasmo (2011: 9), ada 4 macam tarif pajak yaitu: 
1) Tarif Sebanding/ Proporsional 
Yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah 
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang 




2) Tarif Tetap 
Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun 
jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang 
tetap. 
3) Tarif Progresif 
Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 
dikenai pajak semakin besar. 
4) Tarif Degresif  
Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 
dikenai pajak semakin besar. 
 
e. Pemungutan Pajak 
1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak 
Pemungutan pajak adalah sesuatu kekuasaan yang dimiliki 
Negarasedemikian besarnya, bahkan hukumannyapun dapat diciptakan oleh 
Negara sendiri, justru karena itulah harus disertai dengan pengabdian. Kekuasan 
tanpa pengabdian adalah kesewenang-wenangan, pengabdian tanpa kekuasaan 
adalah ketidak berdayaan. Kewajiban tanpa hak adalah pengisapan, hak tanpa 
kewajiban adalah kerakusan. 
Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 A Undang Undang 
Dasar 1945 yang berbunyi Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa 
untuk keperluan Negara diatur dengan undangundang. Berdasarkan ketentuan di 
atas maka pemungutan terhadap semua jenis pajak harus berdasarkan undang-
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undang yang berhak memungut pajak adalah pemerintah sebagai pemungut pajak 
(Fiskus). Karena Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat 
kepemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara dengan tidak mendapatkan 
kontra prestasi yang langsung tetapi bukan berarti pemerintah yang menentukan 
tarif secara sembarangan , karena menurut undang-undang dasar 1945 , 
pembuatan undang-undang dilakukan oleh Presiden dan DPR secara bersama-
sama. Sedangkan pengaturan pajak berdasarkan undang-undang , berarti masalah 
besarnya tarif pajak sudah merupakan kesepakatan antara Presiden (pemerintah ) 
dan DPR. 
2. Asas Pemungutan Pajak 
Dalam Pemungutan pajak harus diperhatikan asas-asasnya yaitu : 
a. Falsafah Hukum yaitu meninjau pemungutan pajak dari sudut falsafahnya 
sehingga pajak itu menjadi adil. 
b. Yuridis yaitu Pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan atau undang-
undang sehingga ada kepastian hukum. 
c. Ekonomis yaitu Pemungutan pajak jangan sampai mengganggu kehidupan 
ekonomis dari wajib pajak. Jadi jangan sampai akibat adanya pemungutan 
pajak terhadap seseorang maka orang itu menjadi jatuh melarat. Jadi yang 
dikenai pajak adalah pendapatan bukan modal. 
d. Finansial yaitu Pemungutan pajak disesuaikan dengan fungsinya yaitu 
obligasi negara. Jadi jelaslah bahwa yang diutamakan dalam pemungutan 
pajak adalah unsur keadilan sebab apabila keadilan tidak tercapai maka 







3.  Cara Pemungutan Pajak  
Pemungutan Pajak berdasarkan cara stelsel yaitu: 
a) Stelsel Nyata (Riil stelsel) 
Didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata) . Pemungutan pajaknya 
dilakukan setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui 
biasanya pada akhir tahun.  
b) Stelsel Anggapan ( Fictive Stelsel ) 
Didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undangundang misalnya 
penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya biasanya 
dikukukan pada awal tahun . 
c) Stelsel campuran 
Merupakan kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun 
besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan ,kemudian pada akhir 
tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya . 
4.  Sistem Pemungutan Pajak 
Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah (fiskus) kepada wajib pajak 
menggunakan 3 sistem yaitu: 
a) Official Assesment System. 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan pajak yang terutang dari wajib pajak . 
Ciri-cirinya : 
 Wewenang untuk menentukan pajak yang terutang ada pada fiskus. 
 Wajib pajak bersifat pasif. 
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 Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat ketetapan pajak (SKP) oleh 
fiskus. 
b) Self Assessment system. 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib 
pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. 
Ciri-cirinya : 
 Wewenang untuk menentukan pajak terhutang ada pada wajib pajak 
sendiri . 
 Wajib pajak aktif mulai dari menghitung , menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang. 
 Fiskus tidak campur tangan dan hanya mengawasi. 
c) With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak . 
Ciri-cirinya : Wewenang menentukan pajak ada pada pihak ketiga. 
Resmi (2011:7) mengemukakan tata cara pemungutan pajak terdiri atas 
stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak. 
Berikutpenjelasan dari masing-masing cara tersebut: 
5. Stelsel Pajak 
Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu: 
a. Stelsel Nyata (Riil) 
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada 
objekyang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah 
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penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru 
dapatdilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua 
penghasilan yangsesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui. 
b. Stelsel Anggapan (Fiktif) 
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada 
suatuanggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh 
penghasilansatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun 
sebelumnyasehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga 
dianggap samadengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. 
Dengan stelsel iniberarti besarnya pajak yang terutang pada tahun 
berjalan sudah dapatditetapkan atau diketahui pada awal tahun 
bersangkutan. 
c. Stelsel Campuran 
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada 
kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal 
tahun,besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 
kemudian padaakhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan 
keadaan yangsesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan 
keadaan sesungguhnyalebih besar daripada besarnya pajak menurut 
anggapan, Wajib Pajakharus membayar kekurangan tersebut. 
Sebaliknya jika besarnya pajaksesungguhnya lebih kecil daripada 
besarnya pajak menurut anggapan,kelebihan tersebut dapat diminta 
kembali (restitusi) ataupundikompensasikan pada tahun-tahun 
berikutnya, setelah diperhitungkandengan utang pajak yang lain. 
2. Pajak Pertambahan Nilai 
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap 
pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke 
konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau 
Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, 
maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain 16 (pedagang) yang bukan 
penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) 
tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. 
Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak 
pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang 
disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal 
istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang 
dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN 
yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. 
 
a. Jasa Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai 
Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu 
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas 
atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan 
untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan 
atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang 
PPN 1984. 
Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain 
oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan 
Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut: 
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1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan, meliputi: 
a) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. 
b) Jasa dokter hewan. 
c) Jasa ahli kesehatan, seperti akupunktur, fisioterapis, ahli gizi, dan ahli gigi. 
d) Jasa kebidanan dan dukun bayi. 
e) Jasa paramedis dan perawat. 
f) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratoriumkesehatan, 
dan sanatorium. 
2) Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi: 
a) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo. 
b) Jasa pemadam kebakaran, kecuali yang bersifat komersial. 
c) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan. 
d) Jasa lembaga rehabilitasi, kecuali yang bersifat komersial. 
e) Jasa pemakaman, termasuk krematorium. 
f) Jasa di bidang olahraga, kecuali yang bersifat komersial. 
g) Jasa pelayanan sosial lainnya, kecuali yang bersifat komersial. 
3) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT Pos 
Indonesia (Persero). 
4) Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, 
meliputi: 
a) Jasa perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpanbarang 
dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak 
lainberdasarkan surat kontrak (perjanjian), serta anjak piutang. 
b) Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi. 
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c) Jasa sewa guna usaha dengan hak opsi. 
5) Jasa di bidang keagamaan, meliputi: 
a) Jasa pelayanan rumah ibadah. 
b) Jasa pemberian khotbah atau dakwah. 
c) Jasa lainnya di bidang keagamaan. 
6) Jasa di bidang pendidikan, meliputi: 
a) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa 
penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikanluar 
biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikanakademik, 
dan pendidikan profesi. 
b) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus. 
7) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan 
termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti 
pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma. 
8) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan seperti jasa penyiaran radio 
atau televisi, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta, 
yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan 
komersial. 
9) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan air, meliputi jasa angkutan umum 
di darat, laut, danau maupun sungai yang dilakukan oleh pemerintah maupun 
oleh swasta. 
10) Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi: 
a) Jasa tenaga kerja.  
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b) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja 
tidak bertanggungjawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut. 
c) Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. 
11) Jasa di bidang perhotelan, meliputi: 
Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah 
penginapan,motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan 
perhotelan untuk tamu yang menginap. Jasa persewaan ruangan untuk 
kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan 
hostel. 
12) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka 
menjalankanpemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang 
dilaksanakanoleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan(IMB), Izin Usaha Perdagangan (IUP), Nomor Pokok Wajib 






b. Tarif PPN 
Tarif PPN berlaku saat ini adalah 10 % (sepuluh persen). Sedangkan tarif 
PPN atas ekspor BKP adalah 0 % (nol persen). Pengenaan tarif 0 % (nol persen) 
bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah 
dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangn 
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ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan 
Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5 % (lima 
persen) dan setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen) dengan tetap memakai 
prinsip tarif tunggal. 
 
c. Cara Menghitung PPN  




1. Pengusaha Kena Pajak “A” menjual BKP kepada Pegusaha Kena Pajak 
“B” dengan harga jual Rp 25.000.000,00. PPN terutang: 
10 % X Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 
PPN sebesar Rp 2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran, yang 
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”. Sedangkan bagi Pengusaha Kena 
Pajak “B”, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan. 
2. Seseorang mengimpor BKP dari luar Daerah Pabean dengan Nilai ImporRp 
15.000.000,00. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai 
adalah: 
10 % X Rp 15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00 
d. Subjek PPN  
 Dari ketentuan yang mengatur tentang objek PPN dalam Pasal 4, 16C dan 
16D UU PPN 1984 dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu: 
1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) 




2) Bukan Pengusaha Kena Pajak 
 
3. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri 
a. Pengertian PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri 
 PPN membangun sendiri diatur dalam Pasal 16C UU PPN 1984, 
yaitu, “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun 
sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh 
orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan 
pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri 
Keuangan.” Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 
320/KMK.03/2002 bahwa yang dimaksud bangun adalah bangunan yang 
diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas 
bangunan 200 m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat 
permanen. Artinya, bangunan dibawah 200m2 tidak terutang PPN.  
 Yang dimaksud kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan 
membangun sendiri bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha 
atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang diperuntukkan bagi 
tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m2 (dua ratus 
meter persegi) atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan 
adalah bangunan permanent yang kontruksi utamanya terdiri dari: 
a) Tembok; dan atau 
b) Kayu tahan lama; dan atau 
c) Bahan lain yang mempunyai kekuatan lebih dari 20 (dua puluh) 
tahun atau lebih. 
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 Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara 
bertahap dianggapmerupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang 
tenggang waktu antar tahapan-tahapantersebut tidak lebih dari 2 
(dua) tahun. 
 Kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan melalui 
kontraktor ataupemborng bukan merupakan kegiatan membangun 
sendiri sepanjang dapatdibuktikan bahwa atas kegiatan 
membangun tersebut telah dipungut PPN. 
b. Kewajiban atas PPN Membangun Sendiri  
 Sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri terdapat 
kewajiban perpajakan yang melekat yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
atas kegiatan membangun untuk kepentingan sendiri. Hal tersebut diatur 
dalam Pasal 16C UU PPN. 
 Syarat agar kegiatan membangun untuk kepentingan sendiri 
terutang PPN 
adalah: 
a) Kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi 
tempat tinggal atau tempat usaha 
b) Luas bangunan 200 m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih dan 
c) Bersifat permanen 
c. Saat dan tempat pajak terhutang atas kegiatan membangun sendiri 
 Saaat yang menentukan Pajak Pertambahan Nilai terutang adalah 
saat dimulainya secara fisik kegiatan membangun sendiri (menggali 
fondasi, memasang tiang pancang dan lain-lain). Dengan demikian, 
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kegiatan membangun sendiri dalam pengertian Undang-undang PPN yang 
baru hanya terutang PPN apabila permulaan kegiatan membangun sendiri 
tersebut terjadi pada setelah tanggal 1 Januari . 
 Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap 
dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu 
antara tahapan tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Tempat 
pajak terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat 
bangunan tersebut didirikan. 
1. Subjek Pajak 
 Pajak Pertambahan Nilai terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Termasuk pembangunan 
rumah dikawasan Real Estat. 
2. Besarnya tarif PPN saat Pembayaran 
 Kegiatan membangun sendiri dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 
sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar 
Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% (empat 
puluh persen) dari seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan, tidak 
termasuk harga perolehan tanah.  
 Termasuk dalam pengertian seluruh biaya yang dikeluarkan atau 
dibayarkan untuk membangun sendiri adalah juga jumlah Pajak 
Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan bahan dan jasa untuk 
kegiatan membangun sendiri tersebut.  
 Jadi, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan 
membangun sendiri, jumlahnya ditetapkan sebesar 10% x 20% x jumlah 
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biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan pada setiap bulannya 
dan harus dibayar seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau 
Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 
Contoh: 
Tuan Budi melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas 
300m2 yang akan digunakan sebagai rumah tinggal. Seluruh biaya yang 
dikeluarkan pada bulan April 2006 (diluar pembelian tanah) adalah Rp 
50.000.000,00. PPN yang harus disetorkan adalah: 
PPN = ( Rp 50.000.000,00 X 20 % ) X 10 % 
= Rp 10.000.000,00 X 10 % 
= Rp 1.000.000,00 
3. Mekanisme penyetoran atas PPN yang terhutang atas kegiatan 
membangun sendiri  
 PPN harus disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 
(KP.PDIP 5.1) atas nama orang pribadi atau badan yang melaksanakan 
kegiatan membangun sendiri ke kas negara selambat-lambatnya pada 
tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pengeluaran biaya 
tersebut.  
 Kolom NPWP pada SSP agar diisi dengan angka 0 pada 8 digit 
pertama dan dengan angka kode Kantor Pelayanan Pajak tempat bangunan 
tersebut berada pada tiga digit berikutnya. 
4. Kegiatan Membangun Sendiri yang dikenakan PPN 
Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila : 
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a) Membangun sendiri tersebut dilakukan tidak dalam lingkungan 
perusahaan atau pekerjaan oleh pribadi atau badan, yang hasilnya 
digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. 
b) Bangunan yang dibangun sendiri diperuntukkan bagi tempat 
tinggal atau tempat usaha. 
c) Yang dimaksud dengan bangunan untuk tempat tinggal adalah 
bangunan atau konstruksi yang semata-mata diperuntukkan bagi 
tempat tinggal (tidak termasuk fasilitas olah raga atau fasilitas 
lain). 
d) Yang dimaksud dengan bangunan untuk tempat usaha adalah 
keseluruhan bangunan atau konstruksi yang diperuntukkan bagi 
tempat usaha termasuk seluruh fasilitas yang ada. 
e) Luas bangunan tersebut 200 m2 atau lebih. 
f) Bangunan bersifat permanen. 
g) Yang dimaksud bangunan permanen adalah bangunan yang 
konstruksi utamanya terdiri dari beton dan/atau kayu dan/atau baja 
dan/atau bahan lain yang umur bangunannya lebih dari 25 (dua 
puluh lima) tahun. 
 
4. Penelitian Terdahulu 
  Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepada beberapa penelitian 
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Pajak Pertambahan Nilai 
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yang terutang sendiri 
sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
2. Fiscus memiiki 






Memabngun Sendiri  
 
B. Kerangka Berpikir 
 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk 
melakukan kewajiban perpajakan termasuk perpajakan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS), setiap orang atau badan yang 
berencana ingin membangun bangunannya akan dikenakan PPN atas KMS 
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apabila termasuk dalam kategori kegiatan membangun sendiri yang dikenakan 
pajak pertambahan nilai. Wajib pajak yang dikenakan PPN atas KMS dalam 
bangunannya wajib menyetorkan pajaknya kepada kantor pajak setempat agar 
kantor pajak tersebut dapat menerima penerimaan pajak PPN atas KMS dari 
bangunan yang dilakukannya, besar ataupun kecil penerimaan pajak PPN atas 
KMS yang diterima akan mempengaruhi penerimaan pajak keseluruhan. 















PPN atas KMS 







A. Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian 
deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk 
mendapatkan keterangan – keterangan atau jawaban suatu masalah tertentu 
dengan cara pemungutan, pengklasifikasian dan analisis atau pengelolaan data, 
membuat kesimpulan dengan tujuan membuat gambaran atau kesadaran secara 
objektif dan deskriptif situasi. 
 
B. Definisi Operasional 
 Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini maka penulis 
mengemukakan bahwa definisi opersional dari penelitian ini adalah pajak 
pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri dalam meningkatkan 
penerimaan pajak. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas 
setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari 
produsen ke konsumen. Kegiatan memebangun sendiri adalah kegiatan 
membangun sendiri bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau 
pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang diperuntukkan bagi tempat 
tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m2 atau lebih. 
Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara 
terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai  kebutuhan 
pemerintah serta kondisi masyarakat. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 
Barat, Jl. Asrama No.7A Medan. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2017 s/d 




 2017 Tahun 2018 
Tahapan  
Penelitian 
Des Jan Agus Sept Okt Nov 
Pengajuan Judul       
Pengesahan Judul        
Pembuatan Proposal       
Seminar Proposal       
Riset       
Analisis Data       
Pembuatan Skripsi       
Sidang Skripsi       
 
D. Sumber Data dan Jenis Data 
1. Sumber Data 
Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber 
data, yaitu: 
a. Data Primer adalah hasil data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber utama. Data primer ini dikumpulkan dari hasil wawancara 
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tentang penerapan PPN atas KMS terhadap penerimaan pajak, yaitu 
berupa pertanyaan yang di berikan kepada pihak seksi Pengelolahan 
Data dan Informasi (KPP) Pratama Medan Barat. 
b. Data Sekunder adalah data yang disimpulkan atau diperoleh dari 
sumber yang sudah ada dan telah menjadi dokumentasi. 
2. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagi berikut: 
a. Data Kualitatif yaitu penelitian ini berakhir setelah hipotesis terbukti 
atau tidak terbukti. Tetapi dalam penelitian kombinasi model 
sequential, penelitian tidak terhenti pada pengujian hipotesis, tetapi 
dilanjutkan lagi dengan menggunakan metode kuantitatif, untuk 
membuktikan, memperkuat, memperdalam memperlemah bahkan 
menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal. 
b. Data Kuantitatif yaitu menentukan masalah atau potensi dan membuat 
rumusan masalah, melakukan kajian teori, merumuskan hipotesis, 
mengumpulkan dan analisis data untuk hipotesis dan selanjutnya dapat 
dibuat kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Tenik pengumpulan data yangdigunakan peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Wawancara  
Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapakan 
informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-
pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan 
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langsung antara interview dan responden dan kegiatannya dilakukan 
secara lisan. Wawancara dilakukan dengan petugas pajak yang 
menangani PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama 
Medan Barat. 
2. Dokumentasi  
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau 
dokumen-dokumen bukti lainnya yang didapat dari instansi berupa 
data setelah diterapkannya PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di 
KPP Pratama Medan Barat. 
 
F. Teknik Analisis Data  
Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisa data pada penelitian ini 
adalah metode analisis data deskriptif. Analisis deskriptif yaitu bertujuan untuk 
memaparkan, menggambarkan, mengungkapkan pelaksanaan pemungutan PPN 
atas Kegiatan Membangun Sendiri dan memberikan data seteliti mungkin, 
sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan PPN 
atas Kegiatan Membangun Sendiri. 
Berikut tahapan teknik analisis data tersebut yaitu: 
5. Reduksi Data 
6. Penyajian Data 
7. Pengumpulan Informasi 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Objek Penelitian KPP Pratama Medan Barat 
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat merupakan Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I yang beralamat jalan Asrama 
no.7-A Medan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mempunyai tugas 
pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang 
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Atas 
Barang Mewah (PPnBM), pajak tidak langsung lainnya dalam daerah 
wewenangnya, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak. 
Dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah 
Kecamatan Medan Barat yang terdiri dari 6 kelurahan, yaitu : 
1. Kelurahan Glugur Kota 
2. Kelurahan Kesawan 
3. Keluraha Pulo Brayan Kota 
4. Kelurahan Karang Berombak 
5. Kelurahan Sei Agul 







2. Deskripsi Data  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Medan 
Barat adalah sebagai beikut: 
A. Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri  
Pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak telah melakukan 
perubahan peraturan mengenai pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun 
sendiri dari peraturan sebelumnya yaitu PMK Nomor 39/PMK.03/2010 menjadi 
PMK Nomor 163/PMK.03.2012. Tujuan perubahan tersebut dilakukan untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara menurunkan tarif efektif dan 
menurunkan batasan luas bangunan dari 400 m2 diturunkan menjadi minimal 200 
m2. Pengertian kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri 
bangunan yang dilakukakan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang 
pribadi atau badan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha 
dengan luas bangunan 200 m2 atau lebih. 
Penerimaan PPN atas KMS di KPP Pratama Medan Barat belum mencapai 
angka yang diharapkan, dapat dilihat pada bab sebebelumnya pada data 
penerimaan pajak PPN atas KMS terlihat pada tahun 2015-2017 penerimaan KMS 
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut membuat 
semakin sedikitnya kontribusi KMS terhadap penerimaan pajak keseluruhan yang 
hanya memberikan kontribusinya tidak lebih dari 1 %. 
Jumlah wajib pajak bayar yang menurun juga mempengaruhi menurunnya 




yang lalai akan kewajibannya membayar pajak terutama pajak pertambahan nilai 
atas kegiatan membangun sendiri di KPP Pratama Medan Barat. 
B. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Medan 
Barat periode 2013. Data tersebut ditampilkan pada tabel 4.2 di bawah ini. 
Tabel 4.1 
Hasil Riset di KPP Pratama Medan Barat tahun 2013 
 
Bulan Penerimaan
Januari 65.220.000Rp     
Februari 21.140.000Rp     
Maret 154.571.960Rp   
April 119.920.535Rp   
Mei 35.410.400Rp     
Juni 123.672.000Rp   
Juli 15.000.000Rp     
Agustus 2.000.000Rp       
September 2.000.000Rp       
Oktober 31.070.000Rp     
November 127.142.752Rp   
Desember
Jumlah 697.147.647Rp    
Sumber: KPP Pratama Medan Barat, tahun 2013 
 Tabel diatas menunjukkan bahwa total penerimaan Pajak Pertambahan 
Nilai atas Kegiatan Membangun Sendri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Medan Barat hanya sebesar Rp. 697.147.647 dari total penerimaan pajak yang ada 
yaitu Rp.365.551.865.290. Kontribusi penerimaan PPN atas KMS tersebut tidak 
lebih dari angka 1 % yaitu sebesar 0,190711008 %.  
 Selain data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan 




peneliti juga mendapatkan data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas 
Kegiatan Membangun Sendiri tahun 2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Medan Barat. Adapun data yang didapat sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Hasil Riset di KPP Pratama Medan Barat tahun 2014 
 
Bulan Penerimaan
Januari 19.719.900Rp         
Februari 23.370.080Rp         
Maret 68.610.000Rp         
April 77.090.500Rp         
Mei 66.990.000Rp         
Juni 94.980.000Rp         
Juli 149.800.350Rp       
Agustus 155.061.000Rp       
September 99.734.500Rp         
Oktober 211.316.000Rp       
November 75.898.000Rp         
Desember 137.786.540Rp       
Jumlah 1.180.356.870Rp    
Sumber: KPP Pratama Medan Barat, tahun 2014 
Dari data yang disajikan diatas, ternyata penerimaan Pajak Pertambahan 
Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri pada tahun 2014 di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Medan Barat mengalami kenaikkan sebesar Rp. 483.209.223 atau 
naik 69,312 % dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan 
Membangun Sendiri di tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 
Barat. Kenaikkan tersebut belum juga dapat mencapai angka 1 % yaitu hanya 
sebesar 0,223198629 % dengan penerimaan Rp. 1.180.356.870 dari total 
penerimaan pajak yaitu Rp. 528.836.970.618. 
 Selain data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan 




peneliti juga mendapatkan data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas 
Kegiatan Membangun Sendiri tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Medan Barat. Adapun data yang didapat sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Hasil Riset di KPP Pratama Medan Barat tahun 2015 
 
Bulan Penerimaan
Januari 31.980.540Rp     
Februari 1.541.110Rp       
Maret 34.365.012Rp     
April 45.104.000Rp     
Mei 68.124.000Rp     
Juni 76.966.000Rp     
Juli 26.264.000Rp     
Agustus
September 122.496.000Rp   
Oktober 63.725.008Rp     
November 47.280.000Rp     
Desember 47.664.000Rp     
Jumlah 565.509.670Rp    
Sumber: KPP Pratama Medan Barat, tahun 2015 
Dari data yang disajikan diatas, ternyata penerimaan Pajak Pertambahan 
Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri pada tahun 2015 di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Medan Barat mengalami penurunan sebesar Rp. 614.847.200 atau 
turun 52,089 % dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan 
Membangun Sendiri di tahun 2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 
Barat. Penurunan tersebut mengakibatkan kontribusi semakin turun dan tidak 
mencapai angka 1 % yaitu hanya sebesar 0,09160964 % dengan penerimaan Rp. 
565.509.670 dari total penerimaan pajak yaitu Rp. 617.303.667.377. 
Selain data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan 
Membangun Sendiri tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, 




Kegiatan Membangun Sendiri tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Medan Barat. Adapun data yang didapat sebagai berikut: 
 
Tabel 4.4 
Hasil Riset di KPP Pratama Medan Barat tahun 2016 
 
Bulan Penerimaan
Januari 13.304.091Rp     
Februari 23.396.000Rp     
Maret 18.660.000Rp     
April 8.100.000Rp       
Mei 56.754.600Rp     
Juni 27.296.000Rp     
Juli
Agustus 8.640.000Rp       
September
Oktober 31.932.000Rp     
November
Desember 26.432.000Rp     
Jumlah 214.514.691Rp    
Sumber: KPP Pratama Medan Barat, tahun 2016 
Dari data yang disajikan diatas, ternyata penerimaan Pajak Pertambahan 
Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri pada tahun 2016 di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Medan Barat mengalami penurunan sebesar Rp. 350.994.979 atau 
turun 62,067 % dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan 
Membangun Sendiri di tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 
Barat. Penurunan tersebut mengakibatkan kontribusi semakin turun dan tidak 
mencapai angka 1 % yaitu hanya sebesar 0,030782319 % dengan penerimaan Rp. 
214.514.691 dari total penerimaan pajak yaitu Rp. 696.876.312.058. 
 Selain data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan 
Membangun Sendiri tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, 




Kegiatan Membangun Sendiri tahun 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Medan Barat. Adapun data yang didapat sebagai berikut: 
Tabel 4.5 
Hasil Riset di KPP Pratama Medan Barat tahun 2017 
 
Bulan Penerimaan
Januari 8.000.000Rp       
Februari 14.000.000Rp     
Maret 1.875.000Rp       
April 77.907.000Rp     
Mei 111.697.500Rp   
Juni 16.875.000Rp     
Juli 1.875.000Rp       
Agustus 14.197.568Rp     
September 1.875.000Rp       
Oktober 1.875.000Rp       
November 35.200.000Rp     
Desember
Jumlah 285.377.068Rp    
Sumber: KPP Pratama Medan Barat, tahun 2017 
Dari data yang disajikan diatas, ternyata penerimaan Pajak Pertambahan 
Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri pada tahun 2017 di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Medan Barat mengalami kenaikkan sedikit sebesar Rp. 70.862.377 
atau naik 33,033 % dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan 
Membangun Sendiri di tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 
Barat. Kenaikkan tersebut juga tidak dapat mencapai angka 1 % yaitu hanya 
sebesar 0,054206655 % dengan penerimaan Rp. 285.377.068 dari total 
penerimaan pajak yaitu Rp. 526.461.316.099. 
Dari data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun 
Sendiri tahun 2015, 2016 dan 2017, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 




sedikitnya lahan yang tersedia di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Medan Barat, sehingga berpengaruh pada kegiatan membangun sendiri. Dan 
ketika kegiatan membangun sendiri berkurang, maka penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai atas Kegiatan Sendiri mengalami penurunan. 
Penurunan kegiatan membangun sendiri di wilayah kerja Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat bisa dilihat dari data diatas, bahwa dalam 
bulan tertentu pemasukan atau penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan 
Membangun Sendiri di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 
Barat tidak menerima pemasukan dari Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan 
Membangun Sendiri. 
3. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri 
Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak 
Dalam sistem Self Assessment peranan Kantor Pelayanan pajak Pratama 
Medan Barat sebagai kantor pelayanan pajak dari Direktorat Jendral Pajak juga 
memiliki peranan yang sangat penting , yaitu melakukan pengawasan agar wajib 
pajak memenuhi segala kewajibannya dalam membayar pajak khususnya PPN 
atas KMS. Untuk mencegah terjadinya penghindaran Pajak Pertambahan Nilai , 
maka dikeluarkanlah peraturan pemungutan PPN Atas Kegiatan membangun 
sendiri , sebab seseorang mendirikan bangunan lewat pemborong maka otomatis 
akan dimintakan membayar PPN sebesar 10 % (sepuluh persen). Untuk 
melindungi masyarakat yang berpenghasilan kecil , maka berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/KMK.03/2012 




Berdasarkan pengertian Self Assessment dapat diambil kesimpulan bahwa 
dalam pelaksanaan pemungutan pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan 
membangun Sendiri ini , menuntut wajib pajak mengerti serta menguasai tentang 
ketentuan – ketentuan perpajakan yang berlaku , sehingga dengan adanya sistem 
Self Assessment tidak menutup kemungkinan wajib pajak akan mengalami 
kesulitan mengisi Surat setoran Pajak (SSP) , cara menghitung pajaknya , sebab 
hal ini tidak mudah untuk dipahami , sehingga akan menyulitkan mereka (wajib 
pajak) dalam pembayaran pajak, karena dengan sistem perpajakan yang baru 
menerapkan sistem Self Assessment di mana menuntut wajib pajak aktif membuat 
catatan pengeluaran (biaya) , menghitung pajak , mengisi SSP , membayar pajak 
serta melapokannya ke kantor Pajak . 
Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri saat ini diatur 
dalam PMK Nomor 163/PMK.03/2012 yang merupakan perubahan dari peraturan 
sebelumnya yaitu PMK Nomor 39/PMK.03.2010. Perubahan tersebut diharapkan 
dapat memaksimalkan penerimaan pajak PPN atas KMS dan lebih menekankan 
pada berjalannya proses pengawasan untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak 
untuk membayar PPN atas KMSnya. 
Untuk mengetahui perananan kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 
Barat dalam meningkatkan penerimaan PPN atas kegiatan membangun sendiri , 
maka perlu mengetahui langkah-langkah yang dilakukan antara lain : 
1. Melakukan penyuluhan Pajak mengenai PPN termasuk di dalamnya PPN atas 
kegiatan membangun sendiri ; 
2. Melalui Seksi Pengawasan dan Konsultasi III melakukan pengawasan 




3. Bekerja sama dengan kantor Dinas tata kota untuk meminta data IMB untuk 
yang membangun di atas 200 M2 . 
4. Laporan dari Real state tentang penjualan tanah kaveling juga sangat 
membantu kantor pajak untuk menjaring subyek Pajak Pertambahan Nilai atas 
kegiatan membangun sendiri . 
5. Menugaskan pegawai pajak untuk melakukan survey . 
6. Data survey dan data IMB dikumpulkan dan diinventarisasi dan bagi yang 
belum memenuhi kewajibannya akan diberi teguran pertama . jika datang 
mereka diberikan pengarahan agar melunasi kewajibannya , jika tidak mereka 
diberi teguran yang kedua , seharusnya jika masih tidak datang dilakukan 
pemeriksaan tapi dalam praktek belum ada yang dilakukan pemeriksaan . 
 
B. Pembahasan 
1. Penyebab Penurunan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Atas 
Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Medan Barat  
 Berdasarkan hasil penelitian terkait penurunan penerimaan PPN atas KMS 
di wilayah kerja KPP Pratama Medan Barat, dari hasil wawancara dengan pihak 
KPP Pratama Medan Barat penulis mengemukakan hasil yang diperoleh mengenai 
PPN atas KMS yaitu: 
 
a. Penyebab menurunnya atau belum maksimalmya penerimaan PPN atas 
KMS di KPP PratamaMedan Barat, antara lain: 





2) Kesadaran wajib pajak yang masih kurang dalam pembayaran PPN 
atas KMS dikarenakan kurang populernya peraturan tentang PPN atas 
KMS itu sendiri. 
3) Sosialisasi yang belum maksimal mengenai peraturan PPN atas KMS 
kepada wajib pajak di kawasan kerja KPP Pratama Medan Barat, 
terutama bagi WP yang sedang melakukan kegiatan membangun. 
4) Wajib pajak tidak membuat RAB (rencana anggaran biaya) dalam 
kegiatan membangun sendiri, sehingga tidak diketahui secara rinci 
berapa jumlah pengeluaran yang dikeluarkan selama kegiatan 
membangun sendiri. 
b. Dampak yang terjadi yang menyebabkan adanya kendala penerimaan PPN 
atas KMS di KPP Pratama Medan Barat, antara lain: 
1) Karena tidak mempunyai NPWP wajib pajak beranggapan tidak wajib 
membayar pajak. 
2) Karena kurang populernya peraturan tentang PPN atas KMS, 
pengetahuan wajib pajak tentang peraturan PPN atas KMS sangat 
kurang, sehingga wajib pajak tidak mengetahui kewajibannya dalam 
hal kegiatan membangun sendiri. 
3) Karena tidak ada RAB (rencana anggaran biaya) yang rinci perihal 
pengeluaran yang dikeluarkan wajib pajak dalam kegiatan membangun 
sendiri, akibatnya penerimaan PPN atas KMS tidak sesuai dengan 
yang diharapkan oleh KPP Pratama Medan Barat. 
c. Tujuan kedepannya agar penerimaan PPN atas KMS bisa mengalami 




1) Memisahkan antara wajib pajak yng sudah mempunyai NPWP dan 
yang belum. Jika belum mempunya,bagian seksi ekstensifikasi akan 
menerbitkan NPWP untuk wajib pajak yang terkait. 
2) Mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak yang akan melakukan 
kegiatan membangun sendiri. 
3) Bekerja sama dengan Pemda dalam hal IMB, agar KPP Pratama 
Medan Barat mengetahui, berapa jumlah luas bangunan yang di 
bangun wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Medan Barat, 
apakah wajib pajak terkena peraturan PPN atas KMS atau tidak. 
4) Melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap kegiatan 
membangun sendiri yang dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama 
Medan Barat dan menindaklanjuti bagi yang melanggar peraturan PPN 
atas KMS. 
d. Hasil yang diharapkan setelah melakukan upaya-upaya meningkatkan 
penerimaan PPN atas KMS, antara lain: 
1) Wajib pajak mempunyai NPWP, akan memudahkan dalam proses 
penyetoran pajak ke KPP Pratama Medan Barat. 
2) Dengan melakukan sosialiasasi kepada wajib pajak terkait peraturan 
PPN atas KMS, maka wajib pajak akan mengerti kewajiban apa saja 
yang harus dilakukan dalam kegiatan membangun sendiri. Dan pada 
akhirnya dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang lebih di KPP 
Pratama Medan Barat. 
3) Dengan bekerjasama dengan Pemda, maka KPP Pratama Medan Barat 




yang dibangun oleh wajib terkena PPN atas kegiatan membangun 
sendiri atau tidak. 
4) Dengan adanya pengawasan yang lebih intensif dalam wilayah kerja 
KPP Pratama Medan Barat, fiskus bisa mengetahui dimana saja sedang 
dilakukan pembangunan yang dilakukan dengan cara membangun 
sendiri. Sehingga bisa di tindaklanjuti kewajiban wajib pajak terutama 
PPN atas KMS kepada KPP Pratama Medan Barat. 
2. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri 
Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Barat 
Penerapan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Barat terhadap 
PPN atas KMS belum maksimal, dikarenakan masih banyak wajib Pajak yang 
tidak mengetahui peraturan pajak mengenai pemungutan Pajak Pertambahan 
Nilai atas kegiatan membangun sendiri sehingga mereka baru mengetahui 
setelah adanya teguran atau himbauan untuk membayar dari Kantor Pajak , 
sedangkan dana mereka telah habis untuk membangun , sebab biasanya dana 
yang untuk membangun sudah habis. Hal ini dikarenakan dana yang 
digunakan lebih besar dari perkiraan sebelumnya. 
Untuk itu mereka menginginkan Kantor pajak lebih menyosialisasikan 
hal adanya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun 
sendiri sehingga masyarakat tahu untuk membangun bangunan lebih dari 200 
M2 dikenakan PPN . Misal membuat brosur tentang pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri dan dititipkan pada 
kantor Dinas Tata Kota Medan, jika ada orang yang mengurus IMB untuk 




Dalam memberikan teguran kepada wajib pajak , sering tidak sampai 
kepada wajib pajak , karena biasanya wajib pajak tidak ada berada di lokasi 
bangunan dan setelah diterima oleh mandornya , kadang si mandor lupa 
memberikan pada wajib pajak ( pemilik bangunan) atau kadang–kadang wajib 
pajak (pemilik bangunan) memang bandel . 
Untuk itu maka Kantor pajak memberi teguran atau himbauan kedua . 
Ini sudah merupakan kebijakan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 
Barat agar semakin banyak wajib pajak yang membayar , setelah teguran jika 
empat belas hari wajib pajak tidak melunasi pajak langsung dilakukan 
pemeriksaan. Dalam praktek pemeriksaan tidak mudah dilaksanakan sebab 
untuk memeriksa wajib pajak maka wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak terlebih dahulu . Untuk wajib pajak yang telah memiliki NPWP 
tidak ada masalah sedangkan Wajib pajak yang belum memiliki NPWP yang 
akan menjadi masalah, maka kantor pajak lebih bersifat menghimbau 









KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, 
yaitu : 
a. Penerapan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan KPP 
Pratama Medan Barat belum maksimal sehingga penerimaan PPN atas 
Kegiatan Membangun Sendiri menjadi menurun. 
b. Kesadaran wajib pajak yang masih kurang di wilayah kerja Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat perihal peraturan Pajak 
Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. 
c. Kejelian fiskus dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan 
bangunan yang dilakukan dengan cara membangun sendiri. 
d. Sosialisasi terkait peraturan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan 
Membangun Sendiri yang masih kurang, sehingga wajib pajak tidak 
memahami peraturan tersebut. 
e. Tidak sampainya Surat Teguran kepada pemilik bangunan/ Wajib 
Pajak  
B. Saran 
1. Perlu terus disosilisasikan tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 
atas kegitan membangun sendiri supaya masyarakat lebih mengetahui 
tentang peraturan ini sehingga ketika mereka melakukan pembangunan 




lebih dahulu membuat catatan segala pengeluaran yang berkaitan dengan 
pembangunan tersebut di luar harga perolehan tanah. 
2. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas 
kegiatan membangun sendiri , perlu terus ditingkatkan kerja sama dengan 
pihak yang terkait dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas 
kegitan membangun sendiri serta mengoptimalkan seluruh sumber daya 
yang ada di KPP Pratama Medan Barat dan juga melakukan Pemeriksaan 
kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya , sehingga aturan 
ini dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya dan juga bisa menjadi Shock 
Terapi bagi wajib pajak lainnya , untuk segera memenuhi kewajibannya 
untuk melunasi hutang pajak Pertambahan Nilai atas kegitan membangun 
sendiri. 
3. Melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap kegiatan membangun 
sendiri yang dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Medan Barat dan 
menindaklanjuti bagi yang melanggar peraturan Pajak Pertambahan Nilai 
atas Kegiatan Membangun Sendiri.  
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